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ABSTRAK

Ada suatu kondisi dan sitwasi dimana seseorang mutlak membutuhkan
penaschat hukum. Kondisi dan situasi ini akan menjadi lebih penting berlaku
apabila seseorang tersebut berada pada posisi scbagai terdakwa dalam proses
persidangan, Bagi terdakwa vang memiliki kemampuan secara ekonomis, untuk
mendapatkan scorang penaschat hukum tentu bukan suatu persoalan, [a mampu
membayar honorarium sebagai imbalan atas jasa mereka. Namun bagi terdakwa
vang tidak mampu tentu merupakan suate persoalan. Maka, pemerintah dalam
rangka pemberian bantuan bukum demgan cuma-cuma menyediakan dana
angearan bantuan hukum. Salah sate upava pemerintah dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum tersebut adalal melalui Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang dieliti adalah prosedur pemberian bantuan hukom
dengan cuma-cuma dan pelaksanaannya melalui pengadilan negeri bagi terdakwa
vang tersangkut perkara pidana di Pengadilan Negen Kelas [ A Padang, perkarma
pidana yang mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma yang dilaksanakan
oleh Pengadilan Wegen Kelas | A Padang, kendala dalam pelaksanaan pemberian
bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdabowa yang tersangkut perkara pidana
di Pengadilan MNegen Kelas [ A Padang.

Pendckatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuoridis
sosiolopis denpan sumber data primer dan data sekunder vanp terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, Sedanghkan
teknik penpumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumen. dan
observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkars pidana yang
mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma yang dilaksanakan di Pengadilan
Megeri Kelas | A Padang adalsh perkara Pidans vang sesuai dengan Ketentuan
Pasal 56 {1} KUHAP, namun ada empat perkara yang tidak sesuai dengan
ketentuan pasal 56 (1) KUUHAP. Pengadilan Neger Kelas I A Padang telah
memenuhi  tata cars pelaksanaan pemberian bantwan hukum dengan cuma-coma
bagi terdakwa yanp lersanghkul perkara pidsna  sesual dengan  ketentuan
perundanp-undangan yang berlaku. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum denpan cuma-cuma bagr lerdakwa yang tersanpgkut
perkara pidana di Penpadilan Negeri Kelas [ A Padang terdiri dari @ keterbatasan
dana operasional untuk satu perkora, keenppanan petasehal hukum  untuk
mendampingi  terdakwa  sclama  proses  persidangan, lemahnya  ketentuan
perundang-undangan, dan kurangnya kesadaran hukum terdakwa.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Momor @ 8 Tahun 1981 rentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat ketentuan mengenai banman hukum
yang berhak diperoleh oleh tendakwa,

Pasal 54 KUHAP menyebutkan :

“Guna kepentingan pembelaan, tesangka atau terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum dari scorang atau lebih penasebat hukum selama dalam waktu

dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam
undang-undang ini”.

Bagi terdakwa yang memiliki kemampuan secara ckonomis, unmk
mendapatkan seorang penaschat hukum atau balikan lebih, tentu bukan persoalan.
la mampu membayar honomrium sebagai imbalan atas jasa mereka, Namun bagi
terdakwa yang tidak mampu, tentu merupakan suat persoalan.

[3i dalam KUHAFP pasal 34 ayat (1) dinvatakan -

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas
tahun atau lebih ataw bagi mereka yang tidak mampue yang diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,
pejabat yang bersanpkutan pads semua tingkat pemeriksaan dalam proses

peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka™,



Kemudian Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan :

“Setiap penasehat hukum vang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), memberi bantuannya dengan coma-cuma®,
Ketentuan pasal 56 ayal (1) dan pasal 56 ayat (2) KUHAP di atas

merupakan suatu bentuk jaminan hak wargas negara, namun pada kenyatasnnya
tidak semua warpa neparda mampu meénggunakan jasa penasihat hukum guna
membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan, Terlebih lagi apabila
warga negara tersebut berada dalam posisi sebagal terdobwa dalam proses
peradilan, Terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkat
pemeriksaan.,  Salzh satu tingkat pemeriksaan tersebut adalah pemeriksasn di
pengadilan,

Sementara ituy, Undang-undang Republik Indonesia Nomor ;18 Tahen
2003 tentang advokat juge mengatur mengenai Banman Hukum Cuma-cuma.
Pasal 22 ayat (1) menychutkan ;

“Advokat wajib memberikan bantuan bukum secara cuma-cuma kepada
pencari keadilan vang tidak mampu™,

Kemudian dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor @ 4

Tahun 2004 tentang Kehakiman menyebutkan :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperaleh bantuan hukum®™,

Mamun demikian, meskipun negara telah mengator dalam  berbagai
ketenfuan peraluran perundang-undangan, fidak semua warga negara tenstama
terdakwa  mengelshui bahwa bantuan  hukum merupakan hak vang pantas
diperoleh, dan pemenuhan atas hak tersebut adalah kewajiban bagi negara. Hal
ini disebabkan kuranpnys pengetahuan akan hukwem ditambah lagi dengan

rendahnyva budaya hukem dan tinghkat kesadaran hukum,



Selain KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun
2003 tentang Advokat, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ;4
Tahun 2004 tentang Kehakiman tidak memuat ketentuan yang mengatur dengan
jelas mengenai tata cara memperoleh bantuan hukum dengan cuma-cuma tersebut.

Berdasarkan wrzian di atas , melandasi ketertarikan untuk melakukan
penclitian mengenai  bantuan  hukum  dengan cuma-cuma.  Ketidaktahuan
mengenai  tata cara memperaleh bantuan hukum dengan cuma-cuma ini ekan
menghambat setiap orang vang tersangkut perkara pidana untuk memperalehnya.,

Dan informasi yang pernah penulis peroleh di Pengadilan Negeri Kelas [
A Padang, bahwa Penpadilan Negeri Kelas | A Padang melaksanakan banman
hukum yang diberiken dengen cuma-cuma kepada terdakwa dalam perkam
pidana, Qleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitan entang hal
ini, denpgan judul : “PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DENGAN CUMA-CUMA DAN PELAKSANAANNYA MELALUIL
PENGADILAN NEGERI BAGI TERDAKWA YANG TERSANGKUT

PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS T A PADANG™.

B. Perumusan Masalah
I'embahasan dalam penelitian  yang penulis lakuksn dibatasi pada
rumusan-rumusan masalah sebapai berikut -
. Bapaimanakah prosedur pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma dan
pelaksanzannya melalui penpadilan neperi bagi terdakwa vang tersangku

perkara pidana di Penpadilan Neperi Kelas | A Padang?
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, Pengadilan Negeri Kelas 1 A
Padang telah memenuhi prosedur pemberian bantuan hubkum denpgan
cuma-cuma dan pelaksanasnnya melalui pengadilan negeri bagi terdakwa
yang  tersangkut perkara  pidena  sesuai dengan Ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Perkara pidana yang mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma  vang
dilaksanakan di Pengadilan Neger Kelas 1 A Padang adalah perkara
pidana yang sesuai dengan ketentuan Pasal 56 (1) KUHAP, Meskipun ada
empat perkara yvang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 (1) KUHAP
yang tetap mendapatkan bantuan bukum dengan cuma-cuma menimbang
laporan perkara pidana kantor wilayah Sumatera Baral sebagai salah satu
syarat vang hamus segera dikirim kepada Pimpinan Proyek Bantuasn
Hukum dalam permechonan dana bantuan hukum, meka dipilih empat
perkara yang sedang dalam proses persidangan.

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukuwm
dengan cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana di
pengadilan negen Keles [ A Padang terdird dari -

1. Keterbatasan dana operasional untuk satu perkara,
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2. Keengganan penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa

selama proses persidangan.

B. SARAN

Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang sebagai sustu lembapga yang
berwenang untuk melaksanakan pemberian bantusn hukum dengan
cuma-cuma  bagi terdakwa yang tersangkut perkara  pidana tetap
memperhatikan prosedur serta mengikuti perkembangan dan perubahan
mekanisme pelaksanaan bantuan hukum tersebut  yang telah ditetapkan
oleh pusat,

Pengadilan Megeri Kelas | A Padang sebagal suate lembaga vang
berwenang untuk melaksanakan pemberian bantwan hukum  dengan
cuma-cuma bagi terdakwa yang tersangkut perkara pidana letap
memperhatikan ketentuan dan persyaratan perkara pidana yang berhak
mendapatkan  bantuan hukum dengan cuma-cuma.  Hal ini perls
diperhatikan agar pelaksanaan bantuan hukum untuk tahun anggaran
selanjutnya dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi terdakwa
yang tersangkut perkara pidana di Pengadilan Negeri {(khususnya

Pengadilan Negeri Kelas T A Padang) akan dapat terlaksana dengan baik,

Jika kendsla-kendala dalam pelaksanaannyva dapat diatasi. Oleh karena itw,

pemerintah harus dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, terutama
kendala  minimnya dana  operasional  bantwan  hukum  dengan

mengalokasikan dana operasional vang memadsi, serta memformulasikan
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